
 
 
 
 
 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 33/PUU-XIV/2016 

Tentang 

Peninjauan Kembali Hanya oleh Terpidana Atau Ahli Warisnya 
  
Pemohon : Anna Boentaran 

Jenis Perkara : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945). 

Pokok Perkara : Pengujian Materiil Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 mengenai 
Peninjauan Kembali oleh terpidana atau ahli waris bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan 
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyangkut asas negara hukum, 
jaminan perlindungan dan kepastian hukum, perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan perlindungan 
dari sikap diskriminatif; 

Amar Putusan  : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
1.1.  Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 
secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain 
selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a 
quo; 

1.2.  Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang 
dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat 
dalam norma a quo; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Tanggal Putusan : Kamis, 12 Mei 2016. 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan istri dari Joko Soegiarto 
Tjandra. Bahwa suami Pemohon telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum 
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, 
bertanggal 28 Agustus 2000, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 
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1688K/Pid/2000, bertanggal 28 Juni 2001 dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, pada 
tanggal 11 Juni 2009 Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 
12PK/Pid.Sus/2009, telah menghukum suami Pemohon atas dasar permohonan Peninjauan 
Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan mendasar pada Pasal 263 ayat 
(1) UU 8/1981. Pemohon merasa haknya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana 
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dan dirugikan. Kerugian 
dimaksud, menurut Pemohon, timbul karena adanya penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (1) 
UU 8/1981 yang diperluas oleh Jaksa/Penuntut Umum dan kemudian diterima oleh 
Mahkamah Agung.  

Terhadap kedudukan hukum Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah 
memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 
MK.Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undange-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk 
mengadili permohonan a quo mengenai pengujian konstitusionalitas UU 8/1981. 

Dalam Pokok Perkara Mahkamah berpendapat bahwa sistem hukum pidana yang 
dibangun oleh UU 8/1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana 
maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan 
upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang 
dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka 
Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap 
putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa 
keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali; 

Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menurut Mahkamah, ada empat landasan 
pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat 
dalam Pasal dimaksud, yaitu: 
1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak); 
2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum; 
3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli 

warisnya 
4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan; 

Lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan 
upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai 
upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak 
mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan 
objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang 
didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana.  

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh 
terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi 
Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan 
dengan kekuasaan negara yang begitu kuat.  

Dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan 
Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya 
permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di 



 3 

kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak 
mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian 
hukum, Mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud; 

Mahkamah berpendapat bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan 
Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika 
Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah 
mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum 
dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum 
untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
sekaligus tidak berkeadilan. Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut 
Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan 
Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah memandang penting 
untuk menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 adalah norma yang 
konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat 
diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas 
dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan yang berbeda terhadap norma a quo 
akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya 
inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang 
adil norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain; 

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
1.1. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 
1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit 
tersurat dalam norma a quo; 

1.2. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang 
secara eksplisit tersurat dalam norma a quo; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 


